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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR:
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra. TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PRAYA)

Oleh :
LALU AL-HILAL KHOHAIZI
618110105

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal skripsi
ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam
kompilasi hukum islam (KHI), 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan
majelis hakim terkait ahli waris pengganti dalam putusan nomor :
0084/Pdt.G/2018/PA. Praya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif empiris. Pendekatan penelitian yang diguanakan dalam penelitian
ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan
Kasus (Case Approach). Metode dalam pengumpulan bahan yag digunakan oleh
penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapatkan
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun hasil
dari penelitian ddapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Menurut Kompilasi Hukum
Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang
meninggal lebih dahulu dari pewaris. Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku
tidak hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke
samping (saudara). Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima
ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian orang yang digantikan. 2) Dalam
pandangan hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya istilah ahli waris
pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris
pengganti setelah di keluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam yang memiliki latar belakang dari pemikiran Hazairin yang memakai
dasar hukum dari al-Qur’an surah an-Nisa ayat 33 dari makna kata mawali namun
jika dibandingan sudut pandang tersebut kata mawali memiliki penalaran yang
berbeda. Pada dasarnya kata mawali memiliki arti yang mendasar pada arti
kedekatan. Maka dari makna kata tersebut ahli wais pengganti tidak dapat berlaku.
Jika ada ahli yang sebelumnya memiliki ikatan lebih dekat dengan pewaris dengan
kata lain dalam kewarisan Islam hak kewarisannya dapat terhalang. Maka dari
panjelasan di atas Dari rumusan pasal 185 Ayat pertama, secara isi mengakui ahli
waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Ayat
pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud
imperatif. Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris
pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan..

Kata kunci:  Tinjauan Yuridis, Putusan Perkara Nomor:
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra, Ahli Waris Pengganti



JURIDICAL REVIEW OF CASE DECISION NUMBER:
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra. REGARDING SUBSTITUTE HEIRS
(A CASE STUDY IN PRAYA RELIGIOUS COURT)

By:
LALU AL-HILAL KHOHAIZI
618110105

The objectives of this research proposal are as follows: 1) To comprehend the
position of substitute heirs in the Compilation of Islamic Law (KHI); and 2) To
identify the panel of judges' considerations regarding substitute heirs in decision
number: 0084/Pdi.G'2018'PA. Praya. This study employs a normative, empirical
legal research methodology. Statute Approach (approaching legal provisions)
and Case Approach (analyzing specific cases) are research methodologies. The
data acquisition method employed is literature research. The obtained legal
materials are then evaluated using qualitative analysis techniques. The
investigation findings can be summarized as follows: 1) According to the
Compilation of Islamic Law, substitute successors consist of all predeceased
descendants and heirs. It indicates that substitute successors apply to descendants
and collateral relatives (siblings). According to the Compilation of Islamic Law,
substitute heirs should not receive more than the share of the individual they
supplant. 2) According to Islamic inheritance law, substitute successors are
nonexistent. In Islamic inheritance law in Indonesia, the concept of substitute
heirs was introduced with the publication of Impres Number 1 of 1991 concerning
the Compilation of Islamic Law, which was based on Hazairin's reasoning and
drew from the legal basis of Surah an-Nisa, verse 33, to interpret the term
"mawali.” In contrast to this viewpoint, the term "mawali" has a different
rationale. The term "mawali” signifies proximity at its core. Consequently, the
concept of substitute successors is inapplicable. In Islamic inheritance law, heirs
with a closer relationship to the deceased may have their inheritance rights
restricted. According to the preceding explanation, the first clause of Article 185
recognizes substitute successors, a novel aspect of Islamic inheritance law. This
clause also contains "may,"” which lacks an imperative connotation. Accepting the
existence of substitute successors while adhering to the principle of gender
equality is eliminated by the second clause.

Keywords: Juridical Review, Case Decision Number: 0084/Pdt.G/2018/PA. Pra,
Substitute Heirs
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang bersatu dengan beragam suku, etnis,
bahasa, kepercayaan dan agama. Keberagaman masyarakat Indonesia
menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat karena
perbedaan kepentingannya. Mengatasi perbedaan tersebut memerlukan
peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan manusia guna mencapai rasa
keadilan.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena mengatur
kehidupan sosial. Hukum sebagai sarana transformasi kehidupan masyarakat
harus mampu mengatasi segala bentuk perubahan sosial dan budaya yang
bersifat kompleks atau paling tidak disadari secara sosial.

Hukum Islam merupakan salah satu bentuk hukum yang digunakan di
Indonesia untuk mengatur hubungan hukum antara warga negara Indonesia.
Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits mengatur segala
perbuatan orang-orang yang menganut agama Islam, salah satunya menyangkut
harta warisan.

Hukum Islam adalah hukum yang sebagian tidak tertulis dalam buku
pedoman, tetapi telah menjadi hukum yang hidup dan efektif, dan ditaati oleh

umat Islam, yang berdiri sendiri berdampingan dengan hukum tertulis.

L Suwoerdi Behtior, Penerspon Ahli Woris Penggonti Menurut KHI don KUH Perdosto di
Kobupoten Bone (Studi Kosus di Penggodilon Agomoe Wetompone), Jurisprudentie, Vol 5, No. 1,
2018, hal. 2.



Berdasarkan Pasal 29 (1) dan (2) UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945,
kedudukan hukum Islam pada hakikatnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,
sesuai dengan rumusan Filsafat Nasional Pancasila.?

Pengaturan dan penyelenggaraan hak dan kewajiban seseorang sebagai
akibat dari suatu peristiwa hukum yang menyangkut meninggalnya seseorang
diatur dengan hukum waris. Dengan demikian hukum waris dapat dikatakan
sebagai seperangkat peraturan hukum yang meninggal dunia oleh ahli waris
atau badan hukum lainnya.

Beberapa nama digunakan dalam literatur hukum Indonesia, tetapi
semuanya berasal dari bahasa Arab. Dengan kata lain, warisan, waris, pusaka,
hukum suksesi. Yang dimaksud dengan “waris” yang sah adalah mereka yang
memiliki hak waris yang tunduk pada undang-undang ini. Mereka yang
menggunakan nama warisan menganggap warisan, yang tunduk pada hukum.
Untuk tujuan yang terakhir ini, sebagian orang memberikan nama “pusaka”,
nama lain untuk harta benda yang digunakan sebagai benda pusaka.®

Dalam hukum waris Islam, ketika seseorang meninggal, terjadi proses
pemindahan dan penerusan harta benda dari orang yang meninggal kepada
orang yang selamat. Warisan memiliki tiga unsur: orang yang mewariskan
(pewaris), harta peninggalan,, dan orang yang berhak mewarisi (ahli waris).

Jika ahli waris meninggal sebelum pewaris, status ahli waris dapat

digantikan oleh keturunan/anak laki-laki yang melanjutkan warisan yang

2 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkowinon, Hukum Keworison, Hukum Acore Peradilon Agomo
don Zoket Menurut Hukum Islem, Sindr Grofike, Jokarts, 2004, hol. 124,

3 Amir Syerifuddin, Hukum Kewsrison Islom, Kencong, Jokerts, 2002, hel. 6.

4 Beni Ahmad Soeboni, Figh Mowsris, Pustoks Setio, Bondung, 2009, hel. 16.



ditinggalkan oleh orang tua untuk memperoleh warisan ahli waris. Dalam Islam,
anak yang menggantikan status orang tuanya sebagai ahli waris disebut
“mawali”.®

Istilah ahli waris pengganti baru dikenal di Indonesia setelah
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1991 yang pelaksanaannya ditetapkan oleh
Menteri yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hukum Agama
Republik Indonesia No. 254 Tahun 1991° Ketentuan mengenai ahli waris
sendiri diatur dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 KUHPerdata, dan seorang ahli waris
yang meninggal dunia sebelum ahli waris tetap memiliki statusnya, kecuali
dalam hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 173. Bagian ahli waris yang sah tidak
dapat melebihi bagian penerus.’

Untuk menyimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ahli waris pengganti
adalah ahli waris/anak yang menggantikan status ahli waris orang tua untuk
menerima warisan ahli waris karena orang tua meninggal sebelum ahli waris
meninggal. Ahli waris sama dengan penerus. Penggantian menurut Pasal 185

KHI meliputi penggantian tempat, derjat, dan hak. Tidak ada larangan dan

larangan serta diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan.®

5 Sayuti Tholib, Hukum Keworison Islom Di Indonesia, Sinor Grofike, Jokarto Timur, 2016,
hol. 100-101.

& Hobiburrohmon, Rekonstruksi Hukum Keworison Islom di Indonesio, Prenodo Medio
Group, Jokartos, 2011, hel 60.

7 1bid, hol. 63.

8 Ahmod Zohori, “Telooh Terhodop Pembstoson Lingkup Ahli Woris Penggonti Posol 185
KHI Oleh Rokernas Mohkemoh Agung RI Di Belikpopon Oktober 2010” Jurnol Dinomike Hukum,
Vol.14 No.2 (Moy 2014), hel. 326.



Dengan berlanjutnya dan berpindahnya kepemilikan itu, maka terjadilah
suatu warisan dan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak. Adapun
warisan yang tidak terbagi, semua ahli waris (dalam hal ini anak-anak) memiliki
hak yang sama atas warisan. Beberapa ahli waris dengan niat jahat hanya ingin
menerima lebih banyak warisan daripada yang lain. Hal ini dicapai melalui
praktek menjual warisan yang belum dibagi tanpa persetujuan/pertimbangan
kepada ahli waris lain dan terlebih dahulu membuat sertifikat warisan untuk
memiliki tanah. Jika bagian warisan yang dijual tetap menjadi milik bersama
dan tidak diketahui siapa yang akan menerima bagian dari harta itu sebagai hak
waris. Hal ini tentunya akan membuat ahli waris yang lain merasa tidak dihargai
dan tidak dihargai, sehingga menimbulkan perasaan dendam terhadap ahli waris
tersebut.®

Seperti  telah  dikemukakan terdahulu, bahwa dalam KHI
memperkenalkan ahli waris baru yang selama ini tidak dikenal dalam figih
salafi yaitu ahli waris pengganti.

Dalam pasal 185 ayat (1) disebutkan: Ahli waris yang meninggal lebih
dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh
anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Dalam ayat (2) nya
disebutkan : Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian

ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

® Titik Khomairoh, Penjuslon Horto Worison Yong Belum Di Bagi Dalom Tinjousn Hukum
Islom Don Hukum Perdoto, Selatige: STAIN Salatigoe, 2011, hal. 16.



Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI bentuk
bilateral, maka sebagian konsekuensinya tidak ada pembedaan kedudukan
antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu
jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau
jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.
Apabila KHI memandang adanya ketidak-adilan yang dirasakan oleh cucu dari
anak perempuan yang menurut Jumhur tidak mendapat bagian karena berstatus
zawil arham, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhijab oleh
anak laki-laki, tentunya KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan
terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima bagian
akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang
sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan. Mengenai
jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah
terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) Apabila dicermati bunyi pasal
tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah
memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi
seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping.*°

Salah satu aspek yang terpenting dari kehidupan manusia dan
masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan
masyarakat apapun alasannya, tidak mungkin di lepas dari aspek tersebut, harta

termasuk salah satu dari apa yang digandrungi manusia. Oleh karena itu, harta

10 http://repository.unhos. oc.id/bitstream/hondle/123456789/6759/SKRIPS1%620
LENGKAP-ACARA-RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1 diokses pade tonggol 13
Mei 2022



mempunyai kedudukan yang sangat penting tetapi sekaligus rawan dalam
kehidupan manusia, sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan hal-hal yang
bersifat negatif, penghalalan segala cara (macheavalisme) dalam memperoleh
harta, penyalah gunaan harta dan pengesampingan nilai-nilai social dari harta
yang dimiliki, merupakan sebab-sebab bagi timbulnya fitnah atau cobaan yang
timbulnya fitnah atau cobaan yang bersumber dari keharmonisasian dalam
kehidupan masyarakat.!

Hukum Waris Islam di Indonesia, yang termuat dalam KHI (Kompilasi
Hukum Islam), sebagaimana tercantum dalam Pasal 185, berkaitan dengan
penanganan kasus anak yang ayahnya meninggal sebelum kakeknya,
sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi :

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut
dalam pasal 173.

b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang diganti.?

Motivasi pelembagaan ahli waris secara hukum dalam UU Waris KHI
didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena tidak masuk akal, tidak
adil, dan tidak adil menghukum seseorang karena tidak berhak atas warisan
yang seharusnya diterimanya dari ayah/ibunya hanya karena ayah/ibunya

meninggal sebelum kakeknya, karena itu tidak manusiawi. Secara khusus, anak-

11 Mojoloh Hukum Voria Peradilon Tohun XXV NO. 292, (Iketon Hokim Indonesio IKAHI,
Jokarta, 2010, hol.33.

12 Depgrtemen Agomo RI, Mimbor Hukum don Aktuslisesi Hukum Islom, no. 44, Al-Hikmoh
don Ditbinbapero Islom, Jokerta, 1999, hol. 22-23.



anaknya semua kaya dan mapan ketika kakek mereka meninggal, tetapi cucu-
cucu mereka menjadi yatim piatu, miskin, dan mendapatkan apa yang
ayah/ibunya akan ingkari untuk ayah mereka.

Sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan umat manusia, maka
pembagian harta warisan oleh badan pewarisan alternatif dengan dasar
pemikiran asas keadilan dan keuntungan yang tertuang dalam KHI sangat
mendesak dan diharapkan. Ahli waris pengganti, sebagaimana termasuk dalam
KHI, memberikan keadilan bagi warga negara.Negara Indonesia sangat sulit
terutama bagi anak yang ayah/ibunya meninggal lebih dulu kepada kakek yang
belum mendapat warisan menurut sistem hukum waris Islam.

Menurut Pasal 185, ahli waris pengganti didefinisikan sebagai anak
yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal di hadapan ahli
waris dengan menerima bagian yang tidak melebihi bagian ahli waris yang
sederajat.

Penulis mengutip dari pendapat Hazairin, Sementara Khazairin
menempatkan ahli waris untuk menggantikan ahli waris tanpa pembatasan
pembagian, pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ahli
waris dapat mengambil status anak-anak.*

Berdasarkan ketidakadilan pembagian warisan yang dirasakan
Khazairin saat itu, yakni bahwa cucu laki-laki yang ibunya meninggal lebih

dahulu, tidak mendapatkan harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan

13 Depoartemen Agomo RI, Pedoman Penyuluhon Hukum, Al-Hikmosh don Dithinbopero Islom
, Jokarta, 1966, hol. 217.
14 Mojoloh Hukum Vorio Peradilon Tohun XXV NO. 292, Op., Cit, hol. 36.



kakeknya, karena anak perempuan menghijab cucu laki-laki maupun
perempuan. Menanggapi hal itu, Hazairin memberikan penafsiran baru atas kata
“mawali”, yang berarti ~* ahli waris pengganti”, dalam surah an-Nisa ayat 33.
Beberapa literatur hukum waris Islam mengklaim bahwa definisi ahli waris
pengganti diambil dari Pendapat Khazairin tersebut di atas, diadopsi ke dalam
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).%

Dinamika waris dalam masyarakat Setidaknya ada tiga (3) jenis hukum
kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu:
pertama, hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam
ilmu faraid,*® kedua, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya
dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.*’

Pengatur ahli waris pengganti dalam KHI tercantum dalam Pasal 185 yang
berbunyi lengkapnya sebagai berikut : Ahli waris yang meninggal dunia lebih
dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,
kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.18

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan memperdalam wawasan untuk mengungkapkan

kedalam penulisan atau penelitian proposal skripsi dengan judul “TINJAUAN

15 1hid, hal.36

16 https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/314/300 Ahmod Azhor
Bosyir, Hukum Woris Islom, (Yogyokerts: Ull Press, 2001), h. 4.

17 https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/314/300 M. Toho
Abdurrshmen, Pembohoson..., h. 102.

18 Undang-undoeng Posal 185 KHI.



https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/314/300
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/314/300

YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra. TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas,
maka penulis menyimpulkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI).
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Ahli Waris Pengganti
Dalam Putusan Nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA. Praya?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan
proposal skripsi ini adalah :
a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam
kompilasi hukum islam (KHI)
b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim terkait ahli
waris pengganti dalam putusan nomor : 0084/Pdt.G/2018/PA. Praya?
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan

pemikiran terhadap Hukum Waris yang berhubungan dengan Kompilasi
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Hukum Islam dan Saya harap penulis mengetahui dan memahami

penerusnya.

Manfaat Penelitian Secara Praktis

1) Memberi wawasan kepada penulis serta semua kalangan masyarakat
luas dalam menanggapi permasalahan hukum kewarisan dan sebagai
bahan informal bagi setiap aktifitas akademik terutama mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Mataram serta pembaca lainnya.

2) Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang
Ahli Waris Pengganti serta Sebagai salah satu syarat bagi penulis

untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada jurusan ilmu hukum.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam
Definisi yang biasanya disarankan untuk mengeksplorasi bidang yang
ditentukan berarti mengetahui definisi sesuatu tidak cukup untuk dipelajari.
Dalam hal hukum waris, definisi merupakan langkah awal yang perlu dan
penting sebelum membahas dan membahas hukum waris, karena definisi-
definisi di bawah ini juga memberikan gambaran umum tentang hukum waris.
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari ahli waris
kepada ahli waris disebut hukum waris, yang dikenal dengan beberapa istilah
dalam hukum Islam, seperti hukum waris. Faraidl, Figh Mawaris, dll semua

dipahami oleh fugaha (ahli figh) sebagai berikut:

a. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Kewarisan adalah ilmu yang
memungkinkan untuk mengetahui siapa yang akan menerima warisan,
siapa yang tidak akan menerima warisan, jumlah masing-masing harta
warisan, dan cara pembagiannya.*®

b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, llmu Fara'id adalah ilmu

yang mempelajari kaidah-kaidah figih dan ilmu hitung yang berkaitan

19 Hosbi Ash-Shiddieqy, Fighul Moaworis, Bulen Bintong, Jokerts, 1973, hol. 18.
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dengan pewarisan dan yang berhak atasnya, sehingga semua orang yang
berhak menerima bagian dari harta warisan berhak atas warisan.?°

c. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam, yaitu hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak milik atas harta warisan dari ahli waris kepada
ahli waris (ahli waris), besarnya masing-masing bagian, kapan dan
bagaimana pemindahan itu berlangsung menurut ketentuan dan petunjuk
Al-Qur'an, Hadits. dan ljtinad oleh para ahli.?

Dari pengertian-pengertian di atas, llmu Faraid adalah ilmu yang
mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta warisan dari yang
meninggal kepada yang masih hidup, baik dari segi harta yang ditinggalkan
maupun Yyang berhak menerimanya (ahli waris).Satu hal yang jelas.
Bagaimana pembagian dan pembagian masing-masing ahli waris dilakukan.

Kompilasi Hukum Islam, termasuk dalam bentuk hukum yang
mengatur hukum waris, menjadi pedoman hukum waris Islam.

2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan
Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga unsur:
a. Pewaris (Muwarit) adalah orang yang meninggal dunia dengan
meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada anggota keluarga
yang masih hidup.?? Kumpulan Hukum Islam, dalam pasal 171(b),

mendefinisikan: Ahli waris adalah orang yang dinyatakan meninggal

20 Abdulloh Molik Kemal Bin As-Sgyyid Solim Sohih Fikih Sunnsh, Penterjemoh Khoirul
Amru Horshop don Faisal Soleh, Pustoke Azzom, Jokarts, 2007, hol. 682,

2L Ahmod Zohori, Op., Cit, hel. 27.

22 Amir Syerifuddin, Op.,Cit, hol. 51.
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dunia pada saat kematiannya atau dengan putusan pengadilan, beragama
Islam, dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris.

b. Ahli waris (warits) adalah orang yang berhak atas harta warisan karena
la mempunyai hubungan keluarga dengan ahli waris dalam suatu
keluarga, perkawinan atau hubungan lainnya. Pasal 171 huruf c
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah:
Seseorang yang terkait atau menikah dengan ahli waris pada saat
kematian adalah seorang Muslim dan tidak dilarang oleh hukum untuk
menjadi ahli waris.

c. Warisan (mauruts) adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang
telah meninggal baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

3. Syarat-syarat mewaris
Tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang mewarisi:
a. Meninggal dunianya pewaris
Kematian ahli waris wajib dipenuhi, karena kematian ahli waris
baru disebut ahli waris setelah orang tersebut meninggal. Kematian atau
kematian dapat dibedakan:
1. Mati haqiqy (sejati), Kematian yang dapat dilihat dengan panca
indera.

2. Mati hukmy (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang

disebabkan oleh suatu percobaan, apakah orang itu hidup atau mati.
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3. Mati taqdiry (menurut dugaan), Dengan kata lain, kematian karena
kecurigaan yang kuat bahwa orang tersebut meninggal.?®
b. Hidupnya ahli waris
Seorang ahli waris harus ditentukan pada saat meninggalnya,
karena pada saat meninggal akan menjadi ahli waris. Ahli waris
mewakili administrasi harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris,
dan pemindahan hak dilakukan dengan pewarisan.
c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.
Tidak ada alasan untuk mencegah seseorang menerima warisan.
4. Sebab-Sebab Orang Mewaris
Harta orang yang meninggal secara otomatis berpindah ke orang
yang selamat yang terkait dengan orang yang meninggal. Hubungan yang
dimaksud adalah apa yang menyebabkan orang mewarisi. Itu adalah:
a. Kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh ada tidaknya kerabat
sedarah yang terjalin sejak lahir.?*
Kekerabatan itu bersifat linier (anak, cucu, dsb), linier (ayah, kakek,
dsb) dan rombongan (saudara), saling mewarisi menurut ketetapan Allah

dalam Al-Qur‘an. , dari garis laki-laki/pejantan dan garis perempuan/ibu.

23 H.R.Otje Solman S, Mustofs Hoffas, Hukum Woris Islom, PT.Refiko Aditoms , Bondung,
2006, hal. 5.
24 Amir Syerifuddin, Op., Cit, hal. 175.
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b. Hubungan Perkawinan
Hak waris timbal balik antara suami dan istri yang dihasilkan dari
suatu hubungan hukum, atau perkawinan. Keabsahan hubungan warisan
antara suami dan istri didasarkan pada:

1. memiliki akad nikah yang sah;

2. Setelah perceraian Rajii, termasuk istrinya dalam masa iddha, kedua
belah pihak terikat oleh perkawinan meskipun salah satu dari mereka
meninggal.

3. Hubungan Wala adalah hubungan antara seorang budak dengan
orang yang dibebaskan, dan orang yang membebaskan budak
tersebut dapat mewarisi harta dari budak yang dibebaskan itu
menurut ketentuan para rasul (hadits).

4. Hubungan seagama merupakan hak waris bersama antar umat Islam
yang dilaksanakan melalui Baiturmar. Hubungan ini terjadi ketika
seorang Muslim meninggal tanpa ahli waris dan meninggalkan
hartanya di Baitulmaal untuk digunakan Muslim.

5. Penghalang Orang Mewaris
Ada empat batasan warisan dalam hukum waris Islam:
a. Pembunuhan
Seorang ahli waris membunuh seorang ahli waris menjadi kendala
baginya untuk menerima warisan dari ahli waris. Hal ini sejalan dengan
hadits Nabi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. “Barang siapa

membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun
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korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga)

walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi

pembunuh tidak berhak menerima warisan”.%°

Pembunuhan pada dasarnya adalah kejahatan, tetapi ada
pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dan pembunuhan
bukanlah kejahatan.

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu :
Pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan sebagai pelaku atau
pelakunya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bunuh musuh dalam perang.

b. Pembunuhan dengan eksekusi.

c. Pembunuhan untuk melindungi nyawa, harta benda, atau
kehormatan.

2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu:
Pembunuhan yang dilarang agama dan pelakunya dikenakan sanksi di
dunia dan/atau di akhirat yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

a. pembunuhan sengaja dan terencana; Ini adalah pembunuhan yang
memiliki unsur kesengajaan dalam eksekusinya. Sanksi dunia
berupa hukuman mati berupa kisha (QS.Al-Bagarah (2):178).
Sanksi Akhirat Neraka Jahanam (QS. An-Nisa (4):92).

b. Pembunuhan tersalah, yaitu Pembunuhan yang tidak direncanakan

tetapi mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Hukuman di dunia

25 Ahmod Rofiqg, Figih Moworis, PT. Rojo Grofindo Persodo, Jokarts, 1993, hol. 24.
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berupa denda/diat ringan yang harus diserahkan kepada keluarga
korban. Kehidupan akhirat itu bebas.

c. Pembunuhan seperti sengaja.

d. Pembunuhan seperti tersalah. Keduanya mendapat sanksi global
berupa denda ringan/diyat yang diserahkan kepada keluarga
korban.2®

Dari uraian pembunuhan di atas, alasan-alasan untuk mencegah seseorang
mewarisi dari orang yang dibunuhnya adalah:
1. Pembunuhan yang memutuskan ikatan persahabatan.
2. Pembunuhan dengan tujuan untuk mempercepat proses pewarisan.
3. Kejahatan atau pembunuhan tidak bermoral.?’
b. Berbeda Agama
Beda agama berarti beda agama ahli waris dengan agama ahli waris.
Ahli Waris Muslim, Ahli Waris Non-Muslim. Hal ini didasari oleh Hadis
Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, yang artinya
. “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir
pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam .28
c. Perbudakan
Perbudakan adalah penghalang warisan berdasarkan kenyataan
bahwa budak tidak mampu bertindak, yaitu tidak dapat menjadi subjek

hukum. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 75 menegaskan hal ini, yang

2 1bid, hol. 24.
27 1bid, hol. 196.
28 Fotcthur Rohmen, Op., Cit, hal. 95.
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artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya/budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu
dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara
terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah,
tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui‘.?°
Ayat di atas menegaskan bahwa seorang budak/budak tidak dapat
menguasai hartanya. Ini karena budak tidak dapat mewarisi. Sebenarnya,
tidak praktis untuk membicarakan perbudakan dalam konteks warisan,
karena perbudakan saat ini jarang terjadi tetapi tidak ada.
Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) Buku
Il menyatakan bahwa ahli waris tidak dapat menjadi ahli waris jika diancam
dengan putusan akhir hakim bahwa:
1. Dituduh membunuh, mencoba membunuh, atau secara cabul melakukan
ahli waris
2. bersalah pencemaran nama baik karena yang meninggal dilaporkan
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat lima tahun;

. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Dasar-dasar hukum waris Islam dapat ditemukan dalam semua ayat

hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dalam

29 www.al-qurendigitel.com diskses pada tonggol 13 Mei 2022.
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Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, kami dapat menawarkan lima

prinsip.

a. Asas ljbari Pemindahan harta benda dari yang meninggal kepada yang
masih hidup terjadi dengan sendirinya, tanpa tergantung pada kehendak
ahli waris. Dasar wajib dalam hukum waris Islam tidak berarti
membebani ahli waris. Jika seorang ahli waris memiliki hutang lebih dari
warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak akan bertanggung jawab
atas hutang dan hutang hanya akan dibayar untuk jumlah warisan yang
ditinggalkan oleh ahli waris.

b. Asas Bilateral

Menerima hak waris dari kedua belah pihak dari garis keturunan,
kerabat garis keturunan laki-laki dan perempuan.

c. Asas Individual

Harta ini dapat dibagi dan dimiliki secara terpisah. Artinya, setiap
ahli waris berhak menerima bagian yang dititipkan kepadanya tanpa
menjadi tanggungan atau terikat oleh ahli waris lainnya. Seluruh warisan
diwakili oleh nilai tertentu yang dapat dibagi, dan jumlah itu dibagikan
di antara masing-masing ahli waris yang berhak menurut jumlah masing-
masing. Selama ahli waris menghendaki, warisan tidak boleh dibagi,
tetapi kenyataan bahwa warisan tidak dibagi tidak berarti bahwa ahli
waris kehilangan hak untuk mewarisi.

d. Asas Keadilan
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Keseimbangan Prinsip ini dapat diartikan sebagai keseimbangan
antara hak dan kewajiban antara apa yang diperoleh dengan apa yang
dibutuhkan dan digunakan. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hak
waris tidak ditentukan oleh faktor jenis kelamin. Artinya, laki-laki
memiliki hak waris yang sama atas laki-laki seperti halnya perempuan.

e. Asas Kewarisan

Semata kematian berarti bahwa harta benda itu berpindah kepada
orang lain setelah pemilik harta itu meninggal dunia, dan harta itu tidak
dapat diwarisi oleh orang lain selama pemilik harta itu masih hidup.*

7. Ahli Waris Pengganti
Kompilasi hukum Islam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun
1991 memuat ketentuan tentang pewarisan kuasa dalam Pasal 185.

Hazairin menyimpulkan bahwa hukum waris Islam berdasarkan
firman Allah Surah Annisa ayat 33 menggunakan istilah mawari dan ahli
waris.

Mujtahid terdahulu umumnya berpendapat bahwa kelompok yang
disebut penerus dan hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya
diterima oleh ahli waris yang mereka gantikan.

a. Bagian yang diterima oleh cucu sama dengan bagian yang diterima oleh
anak laki-laki. Cucu laki-laki menerima warisan dengan cara yang sama
seperti yang diterima anak perempuan, tidak seperti hak yang diberikan

kepada anak laki-laki untuk diikat oleh ahli waris.

30 Amir Syerifuddin, Op.Cit, hol 16-28
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b. Kakek, baik sebagai Zawir Hulud maupun Ashaba, menerima bagian
yang diterimanya dari ayahnya. Tetapi kakek bukanlah ayah dalam
beberapa hal.

1) Ayah dapat memutuskan hak waris saudara-saudaranya, tetapi kakek
dapat mewarisi dengan saudara-saudaranya, kecuali kakek juga
mengakhiri hak waris saudara-saudaranya.

2) Garraweini mengizinkan ayah untuk mengalihkan hak waris ibu dari
sepertiga (1/3) harta kepada sepertiga sisanya (1/3). Kakek tidak
sama dengan ayah dalam hal ini.

c. Hak waris nenek tidak sama dengan hak ibu. Ini karena nenek menerima
seperenam (1/6) dalam segala keadaan dan ibu dapat menerima sepertiga
(1/3). Artinya, jika ahli waris tidak meninggalkan anak.

d. Kakak Seayah tidak sepenuhnya mengambil posisi saudara, terbukti
dengan keadaan berikut.

1) Seorang saudara kandung dapat menjadikan saudara perempuan
kandung sebagai Asaba, tetapi saudara laki-laki dari pihak ayah tidak
bisa.

2) Saudara kandung dapat bersatu dengan saudara laki-laki ibu mereka
dalam masalah musyarakah, tetapi saudara laki-laki ayah tidak bisa.

e. Anak-anak saudara akan mewarisi sebagai anak-anak Anda, dan anak-
anak paman dan paman akan menerima hak ahli waris mereka masing-

masing.
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Apalagi soal cucu, mantan Mujtahid itu tidak menganggapnya
sebagai cucu, apalagi pengganti ibunya. Cucu-cucu yang disebutkan di sini
dimaksudkan dari cucu ke anak laki-laki.

Menurut pandangan di atas, cucu yang ibunya meninggal lebih dulu
tidak berhak mewariskan harta peninggalan kakeknya jika saudara laki-laki
ibunya masih hidup.3! Sajuti Thalib berpendapat bahwa ahli waris pengganti
diambil dari pengertian mawali, yang berarti ahli waris yang menggantikan
seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang seharusnya
diterima oleh penggantinya. Mawari adalah keturunan dari anak ahli waris,
keturunan kerabat ahli waris, atau keturunan orang yang telah mengadakan
perjanjian pewarisan dalam bentuk tertentu dengan ahli waris (kadang-
kadang dalam bentuk wasiat).®?

Sajuti Thalib, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits tentang
pewarisan bilateral, khususnya masalah cucu, menafsirkan firman Allah
dalam Surah An-Nisa ayat 33, yang dijelaskan dalam beberapa jalur hukum,
Berdasarkan dalil atau pendapatnya . sebagai berikut:

1. Dan untuk setiap orang, Kami (Allah) menciptakan (mewarisi) mawari
(pewaris) dari warisan orang tua (yang akan mewarisi).
2. Dan untuk setiap orang, Kami (Allah) menciptakan mawari (pewaris) dari

warisan kerabatnya (yang akan mewarisi harta).

8L Amir Syerifuddin, Op.,Cit, hol. 86-87.
32 Ssjuti Tholib, Op.,Cit, hal. 80.
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3. Dan Kami (Allah) telah mengangkat mawari (ahli waris) dari harta warisan
menurut perjanjian (siapa yang berhak mewarisi).
4. Kemudian beri mereka warisan.

Dengan demikian, menurut ajaran Khazairin bilateral yang dianut
oleh Sajti Thalib dan murid-muridnya, diketahui bahwa ada sistem biji
platzbelbling atau pertukaran ahli waris. Di sisi lain, menurut ajaran Syafi’i
(patrilineal), disebut juga dengan menggantikan seorang anak laki-laki
dengan cucu laki-laki, kecuali jika anak laki-laki selain ayah dari cucu itu
masih hidup.3*

Hukum waris Islam tidak secara tegas mengatur tentang penggantian
ahli waris, diakui dengan perluasan maknanya kepada saudara kandung.
dapat disebut ahli waris pengganti karena Anda menjadi ahli waris atas dasar
hukum. %

Ismuha mengutip sebuah pendapat dalam buku Muhammad Amin
Al-Ashi "Khulaashah “llmi Al-Faraidl (Terjemahan)" yang pada dasarnya
menyatakan:

1. Ini menggantikan yang lain dalam warisan. Anak laki-laki seperti anak
laki-laki.

2. Anak perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan, tetapi
kehadiran anak laki-laki dapat mencegahnya melakukan hal tersebut.

3. Nenek terlihat seperti ibunya.

3 1bid, hol. 27.
34 M.Idris Remulyo, Op.,Cit, hal. 129.
35 Amir Syerifuddin, Op.,Cit, hol. 85-86.
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4. Kakek terlihat seperti ayah mereka, tetapi tidak ada yang bisa
menghentikan ibu, ayah, dan saudara tiri untuk melakukannya.
5. Saudara laki-laki mertua seperti saudara laki-laki mertua.
6.Saudara tiri seperti saudara tiri, tetapi kehadiran saudara tiri
menghalanginya.®
B. Tinjauan Umum Tentang Waris Pengganti

Landasan hukum warisan Islam, sebagai bagian dari Syariat Islam, dan
khususnya sebagai bagian dari aspek Muammara hukum perdata, tidak lepas
dari aspek doktrin Islam lainnya. Oleh karena itu, penyusunan kaidah-kaidah
hukum waris Islam didasarkan pada sumber-sumber yang sama dengan aspek-
aspek Islam lainnya.®’

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Izhad. Ketiga
sumber ini didasarkan pada Al-Qur'an itu sendiri dan ayat-ayat Hadits Nabi.
Salah satu ayat yang menyinggung hal ini adalah ayat 59 dari Surat an-Nisa.
Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.®

% Ismuhg, Penggoention Tempot Dolom Hukum Woris Menurut KUHPerdsts, Hukum Adot
don Hukum Islem, Bulon Bintong, Jokerts, 1978, hal. 79-80.

37 Abdul Ghopur Anshori, Filsofst Hukum Kewarison Islom Bilstersl Hozoirin (Yogyokorto:
UlII Press, 2005), h. 18-33

38 Al-Qur’on Suroh on-Niso’ ayst 59
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BAB |11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris.
Penelitian hukum normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan bahan
utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang mengangkut asas-asas
hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan
dan sistem hukum dengan menggunakan data skunder, di antaranya asas,
kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan Undang-
Undang dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan
penelitian. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara
langsung penerapan Perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan
dengan menggunakan data primer mengenai putusan pengadilan Nomor
0084/Pdt.G/2018/PA.Pra.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data informasional terkait dengan masalah

penulis ini, penulis melakukan survei dengan memilih lokasi survei di

kawasan Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
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B. Metode Pendekatan
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang bersangkutan.
Pendekatan legislatif ini dilakukan, misalnya dengan melihat konsistensi
dan kesesuaian antara UUD dengan hukum Islam, dan antara hukum Islam
dengan hukum perdata.®

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus hukum mengacu pada dasar hukum di mana
hakim mencapai keputusan mereka,*® Tentang pembagian ahli waris dalam
keputusan Pengadilan Agama Praya

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum atau Data
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama dan terdiri
dari:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Bahan Hukum Sekunder yaitu Materi yang dapat memberikan penjelasan
tentang dokumen hukum utama dan membantu dalam analisis dan

pemahaman dokumen hukum utama meliputi: materi pelajaran

% Ibid., hal. 178.
40 1bid., hal. 197.
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4. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan Khususnya materi yang
memberikan bimbingan dan penjelasan atas sumber hukum primer dan
sekunder seperti jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus
hukum, dan internet.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan materi penulis adalah metode penelitian
kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan bahan
pustaka dari undang-undang, buku-buku, dokumen resmi, dan publikasi yang
diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan membaca, menulis, mengutip,
dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan ahli waris kompilasi hukum Islam.
E. Analisa Bahan Hukum
Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data seperti
anggaran dasar, dokumen dan literatur. Ini berarti bahwa data yang
dikumpulkan dari penelitian ini dipilih secara kualitatif dan dikaitkan dengan

masalah penulisan.



